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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara
PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di
hal-hal sebagai berikut:

1.  bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementeria
pemerintahan di bidang komunikasi dan infom
dalam menyelenggarakan pemanntahan negara;
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darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negaia; dan

3. bahwa dalam rangka mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka perlu sinergitas antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4439);

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 teptang Susunan Organisasi Tentara
Nasional Indonesia sebagaimana telah diybah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi
dan Informatika; dan

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Nota Kesepahaman tentang] Sinergi Program Kementerian
Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka
Penguatan Negara Kesatuan Republik 'Indones',} dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah gebagai landasan kerja sama bagi
PARA PIHAK dalam mendukung penguatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah unfuk mendukung penguatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui sinergi prfogram PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA untuk pemerataan akses telekomunikasi dan informatika
dalam kerangka penguatan NKRI;

b. pemberdayaan di bidang komunikasi dan informatika untuk masyarakat dan
TNI;
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G
komunikasi dan informatika;

d. diseminasi informasi kebijakan Pemerintal;

e. pertukaran data dan informasi dengan n
informasi yang dikecualikan; dan

f.  bidang-bidang lain yang disepakati PARA |

Pasal 3
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksana
beban PARA PIHAK yang dilaksanakan sesuai d¢
menurut ketentuan peraturan perundang-undangat

Pasal 4
Masa Berlaku

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (li
PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas

dukungan pengamanan terhadap sumber daya dan infrastruktur bidang

i)

iemperhatikan ketentuan tentang

PIHAK.

an Nota Kesepahaman ini menjadi
angan kesepakatan PARA PIHAK
1.

) tahun sejak ditandatangani oleh

krggepakatan PARA PIHAK.

(2)
memperpanjang Nota Kesepahaman seb
dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pih

secara tertulis kepada pihak lainnya paling lai

Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir

(3)

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan mengubah, mengakhiri atau

lum jangka waktu sebagaimana
k tersebut wajib memberitahukan
mbat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

dan tidak diperpanjang lagi atau

diakhiri karena permintaan tertulis salah s
pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak

pihak karena alasan lain, maka

yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir

sampai dengan berakhirnya perjanjian terseb

Pasal 5
Tindak Lanjut

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota
Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wa
PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang te
Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Ketentuan Lairn

a
Eenyebabkan perjanjian-perjanjian

It

esepahaman ini dalam bentuk

%(il-wakil yang ditunjuk oleh PARA

ah ditetapkan dalam ruang lingkup

[

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam

amandemen dan/atau addendum berdasarkan

persetujuan PARA PIHAK vyang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nofa Kesepahaman ini.




Pasal 7
Monitoring dan Evatuasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau
sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling rendah 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
Ketentuan Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan gitandatangani di Jakarta dalam
rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cuklip, mempunyai kekuatan hukum
yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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